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Abstrak 
 Masyarakat berpendapat bahwa pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik adalah yang dilakukan dengan 
mengetengahkan peran serta masyarakat. Hal ini dilakukan 
selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, serta beberapa peraturan lainnya yang 
berkaitan, juga untuk memenuhi asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat 
dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asas 
keterbukaan. Untuk hal tersebut di atas, tergantung pada 
keadaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan itu 
sendiri, oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai 
peraturan telah menetapkan lembaga mana yang dapat 
membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. 
Permasalahannya adalah, apakah para pembentuk peraturan 
perundang-undangan tersebut telah dapat memenuhi aspirasi 
masyarakat atau tidak. 
 
Kata kunci: Masyarakat, Undang-Undang, Peraturan Daerah.   
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A. Latar Belakang 
Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan 
pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan 
dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan 
adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan 
bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah. 
Peraturan yang memberikan pedoman tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan tersebut selama ini selalu 
ditunggu dan diharapkan dapat memberikan suatu arahan dan 
panduan, sehingga proses pembentukannya yang meliputi tahap 
perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, dan pengundangannya menjadi lebih jelas. 
Sebagai upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut, sejak 
tahun 1984 Departemen Kehakiman telah memprakarsai 
perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Perundang-undangan, namun terdapat berbagai 
kendala dalam penyelesaiannya, sehingga akhirnya pada tahun 
2004 terbentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. 
Sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
ditetapkan, tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan 
di tingkat daerah diberlakukan beberapa Keputusan Menteri, 
antara lain adalah : 
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan 
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2001 dan Otonomi Daerah tentang Bentuk Produk-
produk Hukum Daerah; 
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3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2001 dan Otonomi Daerah tentang Prosedur 
Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2001 dan Otonomi Daerah tentang Lembaran Daerah 
dan Berita Daerah
1
 
. 
Di samping itu, pembahasan setiap rancngan undang-
undang di Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Peraturan Perundang-
undangan di tingkat daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau 
Kota. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 
tanggal 1 Nopember 2004, maka pembentukan peraturan 
perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah berlaku ketentuan dalam undang-undang tersebut.   
Pada saat ini masyarakat berpendapat bahwa pembentukan 
peraturan perundang-undangan yag baik adalah yang dilakukan 
dengan mengetengahkan peran serta masyarakat. Selain untuk 
memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004, juga untuk memenuhi asas-asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapat 
dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas 
keterbukaan. 
   
B. Peristilahan dan Kedudukan Peraturan Daerah 
1. Peristilahan 
Peraturan Daerah adalah sebagaimana yang didefinisikan 
oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan 
                                                 
1
 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (2)-Proses dan 
Teknik Pembentukannya, Jakarta, Kanicius, 2016, hlm.3 
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yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan bersama kepala daerah
2
. 
Keberadaan peraturan daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah tidak terlepas dari prinsip desentralisasi 
yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini di samping 
termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6), 
juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Materi muatan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 12 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut: “Materi 
muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, 
dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih 
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” 
Di samping itu materi muatan peraturan daerah ini pun 
termaktub dalam Pasal 136 ayat (6, 7, 8) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: 
a. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah propinsi. 
Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan; 
b. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; 
c. Peraturan daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 
dilaang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 
 
                                                 
2
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
LN Nomor 53 Tahun 2001, TLN Nomor 4389 Pasal 1 butir 7  
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Dalam hal membuat suatu peraturan daerah terdapat 
batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap 
Pemerintah Daerah. Batasan pertama adalah tentang 
kewenangan; dan batasan kedua adalah keberadaan peraturan 
daerah dealam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dan 
batasan tentang kewenangan mencakup dua hal; pertama adalah 
batasan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah; kedua adalah batasan 
kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Propinsi, 
Kabupaten/Kota. 
Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan 
kepada DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan 
kewenangan sebagai berikut: 
1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan 
Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama; 
2. Membahas dan menyetujui peraturan daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
bersama dengan Kepala Daerah; 
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan 
lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di 
daerah; 
4. Mengusulkan dan pemberhentian Kepala Daerah dan 
wakil kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
bagi DPRD Propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota; 
5. Memilih Wakil kepala Daerah dalam hal terjadi 
kekosongan jabatan wakil kepala daerah; 
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 
Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian 
internasional di daerah; 
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7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
9. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Daerah, melakukan 
pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan 
Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan 
pemilihan Kepala Daerah. 
 
Peraturan Daerah merupakan nomenklatur peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk di tingkat daerah, baik 
daerah Propinsi, Kabupaten, maupun Kota. Peraturan daerah 
merupakan produk peraturan perundangan-undangan daerah yang 
dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah.  
Kewenangan membentuk peraturan daerah yang ada pada 
daerah menunjukkan bahwa pemerintahan daerah itu merupakan 
satuan pemerintahan otonom. Setiap satuan pemerintahan yang 
otonom memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, peraturan daerah 
terdiri atas peraturan daerah di bidang otonom dan peraturan 
daerah di bidang tugas pembantuan
3
. 
Tidak ada perbedaan yang mendasar di antara kedua 
peraturan daerah tersebut di atas. Kalaupun ada, hanya terletak 
pada jangkauan pengaturannya saja. Peraturan daerah di bidang 
otonomi mencakup seluruh aspek yang berurusan dengan rumah 
tangga daerah, baik yang menyangkut isi maupun tata cara 
penyelenggaraan urusan tersebut. Sedangka peraturan daerah di 
bidang tugas pembantuan tidak mengatur urusan isi, karena 
bukan urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah 
dalam tugas pembantuan hanya terbatas pada tata cara 
penyelenggaraan urusan tersebut
4
. 
                                                 
3
 Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 146. 
4
 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, 
IND-HILL.CO, 1992, hlm. 61. 
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Seperti halnya dengan pembentukan peraturan perundang-
undangan lainnya, maka pembentukan peraturan daerah pun 
harus didasarkan pada asas-asas pembentukan dan asas-asas 
materi muatan sebagai berikut: “Asas Kejelasan Tujuan, Asas 
Klemebagaan atau Organ Pembentuk yang tepat, Asas 
Kesesuaian antara jenis dan materimuatan, Asas dapat 
dilaksanakan, Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Asas 
Kejelasan Rumusan, dan Asas Keterbukaan”5.        
 
2. Kedudukan Peraturan Daerah 
Peraturan perundang-undangan secara otentik dapat 
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka (2), bahwa 
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang 
dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan 
mengikat secara umum
6
.unsur-unsur yang terkandung di dalam 
pengertian tersebut adalah : Peraturan Tertulis, Mengikat Secara 
Umum, dan Dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat Yang 
Berwenang (pusat dan daerah) 
Peraturan perundang-undangan mengandung norma hukum 
yang umum-abstrak, atau sekurang-kurangnya yang umum-
konkret. Sedangkan norma hukum lainnya yang individual-
abstrak, dan lebih-lebih yang individual-konkret, lebih mendekati 
penetapan (beschikking) dari pada peraturan (regeling)
7
. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa peraturan daerah 
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
                                                 
5
 Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 148. 
6
 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Armico, 1987, 
hlm.13. 
7
 A. Hamid S. Attamimi, Staatblad Tahun 1927 Nomor 346 Masih 
Berlakukah Dewasa ini? Dapatkah Negara Republik Indonesia Membentuk 
Undang-undang semacam itu? Majalah Hukum dan Pembangunan, No.1 
Tahun XIV. 
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propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan, sehingga 
peraturan perundang-undangan daerah merupakan peraturan 
tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang 
berwenang di daerah. 
Peraturan Daerah adalah aturan daerah dalam arti materiil 
(in matereele zin). Peraturan Daerah mengikat (legally binding) 
warga dan penduduk daerah otonom. Regulasi peraturan daerah 
merupakan bagian dari kegiatan legislasi local dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan. 
Adapun kedudukan peraturan daerah yaitu merupakan salah 
satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian 
dari system hokum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada 
saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat 
strategis, karena diberikan landasan konstitusional yang jelas. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka 
putusan atau peraturan-peraturan di tingkat daerah berdasarkan 
pejabat atau badan penyelenggara pemerintahannya dapat 
dibedakan menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut: 
1. Peraturan-peraturan atau keputusan yang dibentuk oleh 
pejabat atau lembaga pemerintahan daerah propinsi; 
2. Peraturan-peraturan atau keputusan yang dibenuk oleh 
pejabat atau lembaga pemerintahan daerah 
Kabupaten/Kota; dan 
3. Peraturan-peraturan atau keputusan yang dibentuk oleh 
pejabat lembaga pemerintahan desa 
. 
Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas 
produk hukum daerah diperlukan suatu proses atau prosedur 
penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi, karena 
dalam hal pembentukan Perda diperlukan adanya persiapan yang 
matang dan mendalam, terutama yang berkaitan dengan materi 
muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah dan 
pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan 
tersebut ke dalam perda secara singkat dan jelas, menggunakan 
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bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis 
tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia yang disempurnakan. Proses pembentukan Perda terdiri 
dari 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut: 
a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan 
proses penyusunan dan perancangan di lingkungan 
DPRD atau PEMDA (dalam hal ini Raperda usul 
inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan dan naskah 
rancangan Perda (legal draft); 
b. Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan 
pembahasan di DPRD; 
c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan 
pengundangan oleh Sekretaris Daerah
8
. 
 
C. Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam 
Pembentukan Perda 
Pengaturan tentang peran serta masyarakat diatur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, 
khususnya dalam Bab VIII Pasal 41 yang dirumuskan sebagai 
berikut: 
(1) Dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan 
undang-undang, masyarakat dapat memberikan 
masukan kepada Pemrakarsa; 
(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menyampaikan pokok-pokok materi 
yang diusulkan; 
(3) Masyarakat dalam memberikan masukan harus 
menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.  
Dalam Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 dirumuskan, 
bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 
                                                 
8
 S. Bambang Setyadi, dalam Diskusi Panel Kajian Terhadap 
Kebijakan-kebijakan dalam Peraturan Daerah, Jakarta, Tanggal 29 Maret 2007. 
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tertulis dalam rangka penyiapan rancangan atau pembahasan 
rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.  
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merumuskan 
dalam Bab XVII Bagian ke tujuh tentang Partisipasi Masyarakat, 
khususnya dalam Pasal 141, 142, dan Pasal 143, yang masing-
masing berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 141: 
(1) Dalam rangka penyiapan Rancangan Undang-Undang, 
masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan 
dan tulisan kepada DPR; 
(2) Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPR dengan 
menyebutkan identitas yang jelas; 
(3) Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada alat kelengkapan DPR yang 
menyiapkan Rancangan Undang-Undang dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari; 
(4) Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, 
pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu 
pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam 
pertemuan; 
(5) Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan 
kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4); 
(6) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat 
Umum, pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan, 
atau pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan 
didampingi oleh beberapa anggota yang terlibat dalam 
penyiapan Rancangan Undang-Undang; 
(7) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 
menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Undang-
Undang yang sedang dipersiapkan. 
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Pasal 142 : 
(1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-
Undang, masyarakat berhak memberikan masukan 
secara lisan atau tertulis; 
(2) Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan 
menyebutkan identitas yang jelas sebelum pembicaraan 
tingkat II; 
(3) Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada alat kelengkapan DPR yang 
membahas Rancangan Undang-Undang dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari; 
(4) Dalam hal emberian masukan secara lisan, Pimpinan 
alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan 
jumlah orang yang diundang dalam pertemuan; 
(5) Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan 
kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4); 
(6) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan  dalam bentuk Rapat Dengan Pendapat 
Umum, Pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan, 
atau Pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan 
didampingi oleh beberapa anggota yang terlibat dalam 
penyiapan Rancangan Undang-Undang; 
(7) Masukan yang disampaikan dalam bentuk tertulis 
ditujukan kepada alat kelengkapan yang bertugas 
membahas Rancangan Undang-Undang dengan 
tembusan kepada Pimpinan DPR; 
(8) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dan masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan 
Undang-Undang yang sedang dibahas bersama dengan 
Presiden. 
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Pasal 143: 
(1) Selain masukan berdasarkan permintaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142, alat 
kelengkapan yang menyiapkan atau membahas Rancangan 
Undang-Undang dapat melakukan kegiatan untuk 
mendapatkan masukan dari masyarakat; 
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
Rapat Dengar Pendapat Umum, Seminar atau kegiatan 
sejenis, dan kunjungan; 
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPR dan anggaran 
yang disediakan. 
 
Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daera (DPD) 
Republik Indonesia Nomor 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata 
Tertib DPD RI sebagaimana Diubah Terakhir dengan Keputusan 
DPD RI Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib DPD 
RI, dirumuskan mengenai peran serta masyarakat dalam Pasal 91, 
yang berbunyi sebagai berikut: 
“Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara 
Panitia Ad Hoc, Gabungan Panitia Ad Hoc, Panitia Perancang 
Undang-Undang, dan/atau Panitia Khusus dengan 
perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik 
atas undangan Pimpinan Panitia Ad Hoc, Pimpinan Gabungan 
Panitia Ad Hoc, Pimpinan Perancang Undang-Undang, 
Pimpinan Panitia Khusus maupun atas permintaan yang 
bersangkutan, dipimpin oleh Pimpinan Panitia Ad Hoc, 
Pimpinan Gabungan Panitia Ad Hoc, Pimpinan Panitia 
Perancang Undang-Undang, dan/atau Pimpinan Panitia 
Khusus”. 
  
D. Norma Hukum dan Peran Serta Masyarakat dalam 
Pelaksanaan 
Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh 
seseorang dalam hubungannya dengan sesame atau 
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lingkungannya. Norma juga sering disebut sebagai pedoman, 
patokan, atau aturan. Dalam perkembangannya norma diartikan 
sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam 
bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi inti suatu 
norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi
9
. 
Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka
10
, 
bahwa norma adalah kaidah, yaitu patokan atau pedoman untuk 
berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau 
dari bentuk hakikatya, maka norma atau kaidah merupakan 
perumusan suatu pandangan (oordeel) mengenai perikelakuan 
atau sikap tindak. 
Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, 
oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara 
bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap 
lingkungannya, atau dengan kata lain suatu norma baru dijumpai 
dalam suatu pergaulan hidup manusia. Setiap norma mengandung 
suruhan-suruhan yang sering disebut dengan “das sollen” 
(hendaknya). 
Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak 
tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, 
sedangkan norma-norma moral, adat, agama, dan lainnya terjadi 
secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari 
kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan-
kebiasaan yang terjadi, mengenai sesuatu yang baik dan buruk, 
yang berulang kali terjadi, akan selalu sesuai dengan rasa 
keadilan dalam masyarakat tersebut. Berbeda dengan norma-
norma hukum Negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai 
dengan rasa keadilan/pendapat masyarakat. 
Di dalam kehidupan masyarakat, selalu terdapat berbagai 
macam norma yang secara langsung atau tidak langsung 
mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau 
bertindak. Di Negara Republik Indonesia, norma-norma yang 
                                                 
9
 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (1)-Jenis, Fungsi, 
dan Materi Muatan, Jakarta, Kanicius, 2016, hlm.18. 
10
 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, 
Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm.6. 
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masih sangat dirasakan adalah norma adat, norma agama, norma 
moral, dan norma hukum Negara. 
Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat misalnya dalam 
norma hokum adat di Indonesia. Norma adat akan selalu berlaku 
sesuai dengan masyarakat adat yang bersangkutan. Contohnya 
dalam hal kewarisan bagi masyarakat di daerah Tapanuli dianut 
system garis keturunan bapak (patrilineal); di Minangkabau 
dianut system garis keturunan ibu (matrilineal); dan di Jawa 
dianut system garis keturunan ibu dan bapak (parental).  
Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan 
perundang-undangan, terutama dalam pembentukan Undang-
Undang dan Peraturan Daerah pada saat ini sudah mulai 
dkembangkan. Hal tersebut terlihat dengan mulai dilakukannya 
Rapat Dengar Pendapat Umum atau rapat-rapat lainnya, 
Kunjungan Kerja, ataupun pelaksanaan Seminar-seminar atau 
kegiatan yang sejenis, untuk mendapatkan masukan dari 
masyarakat. 
Dalam hal pelaksanaan peran serta masyarakat, Muhammad 
A.S. Hikam
11
 menyatakan:    
“Partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan 
Undang-Undang sudah mulai terbangun. Awalnya partisipasi 
masyarakat dimulai dengan pemberian masukan kepada DPR, 
baik melalui komisi ataupun Badan Legislasi (Baleg), mulai dari 
penyusunan program legislasi, penyiapan Rancangan Undang-
Undang, dan dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-
Undang. Partisipasi itu kemudian meningkat dengan memberikan 
masukan kepada fraksi-fraksi atau langsung kepada anggota 
DPR. Peningkatan partisipasi juga terlihat dengan seringnya 
diadakan seminar-seminar atau kegiatan semacamnya yang 
berkaitan dengan isyu-isyu yang berkaitan dengan Rancangan 
Undang-Undang”. 
 
                                                 
11
 Muhammad A.S. Hikam, Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembentukan Undang-undang, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.35-36. 
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“kegiatan pro-aktif tidak saja dilakukan oleh masyarakat, 
akan tetapi DPR juga mencoba melakukan kegiatan pro-aktif. Hal 
itu dibuktikan dengan kunjungan kerja yang dilakuka oleh Baleg 
ke daerah-daerah harus selalu dikaitkan dengan satu Rancangan 
Undang-Undang yang sedang dibahas. Apabila Pleno Baleg 
sudah memutuskan beberapa Rancangan Undang-Undang, maka 
Rancangan Undang-Undang tersebut dikirimkan ke daerah-
daerah yang akan dikunjungi. Hal itu ditujukan untuk 
mendapatkan tanggapan, baik dari pemerintah daerah setempat 
maupun dari Universitas setempat, dan biasanya Pemerintah 
Daerah setempat akan mengundang organisasi-organisasi non-
pemerintah yang ada di wilayahnya untuk ikut member tanggapan 
terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas”. 
Apabila terjadi bahwa masyarakat berlomba-lomb 
memberikan berbagai rancangan peraturan perundang-undangan, 
maka seyogyanya para pembentuk peraturan perundang-
undangan juga melakukan pengkajian dan penelitian kembali, 
apakah rancangan tersebut memang diperlukan atau tidak. 
Dengan cara seperti itu, dapat diharapkan terbentuknya peraturan 
perundang-undangan yang baik dan dapat menampung aspirasi 
masyarakat, sehingga penerapannya tidak menimbulkan 
keresahan dan kekacauan dalam masyarakat. 
   
E. Penutup  
Dari ungkapan tersebut di atas, maka dapat diambil 
beberapa intisari sebagai berikut: 
1. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah setiap 
orang pada umumnya, terutama masyarakat yang rentan 
terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga yang 
terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang 
terkait. 
2. Norma mula-mula diartikan sebagai dengan siku-siku, yaitu 
garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk 
membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam 
perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran 
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atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah 
laku dalam masyarakat, dan merupakan segala turan yang 
harus dipatuhi. 
3. Peraturan Daerah adalah aturan daerah yang dibentuk oleh 
DPRD dan mendapat persetujuan dan putusan Kepala 
Daerah,  mengikat warga dan penduduk daerah otonom, dan 
merupakan bagian dari kegiatan legislasi local dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan 
otonomi daerah dan tugas pembantuan 
4. Peran serta masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang 
dan Peraturan Daerah berawal dari memberikan masukan 
kepada DPR, baik melalui komisi ataupun Badan Legislasi 
(Baleg), mulai dari penyusunan program legislasi, penyiapan 
Rancangan Undang-Undang, dan dalam pembahasan suatu 
Rancangan Undang-Undang. Partisipasi masyarakat tersebut 
kemudian meningkat dengan memberikan masukan kepada 
fraksi-fraksi atau langsung kepada anggota DPR. 
Peningkatan partisipasi juga terlihat dengan diadakan Rapat 
Dengar Pendapat Umum, kunjungan ke daerah-daerah, 
seminar-seminar atau kegiatan semacamnya yang berkaitan 
dengan isyu-isyu yang berkaitan dengan Rancangan Undang-
Undang.  
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